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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.jd / diknaspessel@gmail.com

Web : http: /v diknas-pessel.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :420/123 /DPK-PAUDNI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK HARAPAN IBU

Kampung Kote Panjang Nagarl Punggasan Timur
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

HEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang -

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN

bahws dalam  rangka memberikan  kepastian
hulaun kepada penyelenggara Pendidikan Analk
Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan
kepada  masyarakal  perlu  diterbitkan  izin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

batiwa  penerbitan  Izin  Operasional Satuan
Pendidikan Analk Usia Dini, schagaimana dimalksud
butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan
Keputusan  Kepala Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayasn Kabupaten Pesisir Selatan ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 lentang
Pembentukan [Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
{Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1457 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomar 58
Tahun 1938 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
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Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang
Keuangan Megara  {Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

» Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Wegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301},

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolasn dan Tangeung Jawah
Keuangan Negara  (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republilke Indonesia Nomor 4437),
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tabun 2008 Nomor 359, Tambahan Lembarsn
Negara Republik Indenesia Nomor 1844);

Undang ~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusar
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428];

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Lentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran  MNegara Republik
Indonesia Tahun 2013 Namor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S462);

Peratiran  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1990  Nomor 35,
Tammbahan Lembaran Negara Republik |ndonesis
Momor 3411);
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Peraturan Pemerintah MNomor 19 Tahun 2005
tentang Blandar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemetintash Nomer 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah
Nomaor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 54 10);

- Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara
Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan
Pemerintah  Dacrah  Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Numer 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47375

.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indotesia
Nommor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
lenlang Wajib Belajar (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahsn Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Nomor 5103,
sebagaimana  telah  diubah  dengan  dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan [Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2010 MNomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155]

0. Peraturan  Pemerintah  Nomwr 43 ‘Tahun 2013

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  [Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tabun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5423);
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. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 enlang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Gerakan Masional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Bula Alksara;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
018/U/ 1997 tentang Penyelenszgaraan Pendidikan
pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan
Anak [TPA).

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabuparten Pesisir Sclatan Nomor
L Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan vang
merjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan;

- Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir SBelatan Nomor

4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2014;

3. Feraluran Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun

2013 tenlang Penjabaran Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anpparan 2014, sebagaimeana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 10 Tahun 2014 lentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selalan Nomoaor
44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisic
Selatan Tabun Anggaran 2014,

Burat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor :
20/108 420/ UPT/KP-2015, Tanggal 15 April 2015,

MEMUTUSEAN



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK HARAPAN IBU

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak
Penyelenggara : ELIDARNA, 3.Pd

Alamat : Kampung Koto Panjang Nagari

Punggasan Timur Kecamatan
Linggo Sari Baganti.

lzin Operasional Satuan Pendidiken Anak Usia Dini
sebagaimany dimaksud dileum PERTAMA berlaku scjak
tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 1.Januari 2018,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hard ternyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 17 April 2015,
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NOTARIS
UJANG ISKANDAR, SE, SH, M.Kn

SALINAN AKTA

Judul Akta : AKTA PENDIRIAN |
YAYASAN HARAPAN IBU
Nomor : 116 I

Tanggal 2 30 November 2011
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